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Article History Community empowerment and strengthening village governance are crucial
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empowerment, smart villages,

participatory development governance training, and assistance in utilizing information technology in

public services. The results of the activity show an increase in understanding

Kata Kunci: of educational literacy from 45% to 78%, village governance from 40% to

literasi pendidikan, tata kelola 75%, and information transparency from 42% to 80%. These findings

f;::;arakat d‘;z:“be“cig;;: indicate that strengthening village literacy and governance capacity can

pembangun’an partisipatif ’ improve community participation and the quality of village public services.
ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat dan penguatan tata kelola pemerintahan desa
merupakan faktor penting dalam pembangunan desa berkelanjutan.
Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan literasi pendidikan
masyarakat dan kapasitas tata kelola pemerintahan desa di Desa Sukaraja
Lama menuju desa yang cerdas dan berdaya. Metode yang digunakan adalah
pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka participatory action
research melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan pelatihan
partisipatif yang melibatkan aparatur desa dan masyarakat. Program
meliputi sosialisasi literasi pendidikan, pelatihan tata kelola desa, serta
pendampingan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.
Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman literasi pendidikan
dari 45% menjadi 78%, tata kelola pemerintahan desa dari 40% menjadi
75%, serta transparansi informasi dari 42% menjadi 80%. Temuan ini
menunjukkan bahwa penguatan literasi dan kapasitas tata kelola desa dapat
meningkatkan partisipasi masyarakat serta kualitas pelayanan publik desa.
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Pendahuluan

Desa merupakan unit pemerintahan paling dekat dengan masyarakat yang memiliki
peran strategis dalam pembangunan nasional. Sejak diberlakukannya kebijakan
desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa
memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pemerintahan, pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Kewenangan tersebut
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membuka peluang bagi desa untuk berkembang secara mandiri melalui pemanfaatan sumber
daya lokal, penguatan kapasitas aparatur desa, serta peningkatan partisipasi masyarakat
dalam proses pembangunan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak desa yang
menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif,
transparan, dan partisipatif, termasuk dalam aspek literasi pendidikan masyarakat yang
masih relatif rendah (Antl6v et al., 2016; Sutiyo & Maharjan, 2017).

Literasi pendidikan merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan
kualitas sumber daya manusia di tingkat desa. Literasi tidak hanya dimaknai sebagai
kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup kemampuan memahami
informasi, berpikir kritis, serta memanfaatkan pengetahuan untuk memecahkan berbagai
persoalan kehidupan (UNESCO, 2017). Dalam konteks pembangunan desa, literasi
pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi
dalam proses pembangunan, mengakses informasi publik, serta memahami kebijakan
pemerintah yang berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat (Rizkinaswara,
2019). Tingkat literasi yang baik akan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adaptif
terhadap perubahan, terutama di era digital dan transformasi informasi saat ini.

Di sisi lain, tata kelola pemerintahan desa yang baik atau good village governance
menjadi faktor kunci dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan. Tata kelola
pemerintahan yang efektif ditandai oleh adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi
masyarakat, serta pengelolaan sumber daya yang efisien (Dwiyanto, 2018). Pemerintahan
desa yang memiliki kapasitas tata kelola yang baik akan mampu merumuskan kebijakan
pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta memastikan
pemanfaatan dana desa secara tepat sasaran (Lewis, 2015). Namun demikian, berbagai
penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam pengelolaan
pemerintahan desa, seperti keterbatasan kapasitas aparatur, rendahnya literasi administrasi,
serta minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan layanan publik desa
(Arifin et al., 2020; Yuliani & Setiawan, 2021).

Permasalahan tersebut juga menjadi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan
aparatur pemerintahan di Desa Sukaraja Lama. Berdasarkan observasi awal dan komunikasi
dengan perangkat desa serta masyarakat setempat, ditemukan beberapa permasalahan utama,
antara lain masih terbatasnya tingkat literasi pendidikan masyarakat, kurang optimalnya
pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta perlunya
peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola administrasi dan pelayanan publik.
Kondisi ini berpotensi menghambat upaya desa dalam mewujudkan pemerintahan yang
efektif serta masyarakat yang cerdas dan berdaya.

Konsep desa cerdas (smart village) menjadi salah satu pendekatan yang relevan dalam
menjawab tantangan pembangunan desa di era digital. Konsep ini menekankan pada
pemanfaatan teknologi informasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta
pengembangan inovasi lokal untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan
masyarakat (Visvizi & Lytras, 2018). Desa cerdas tidak hanya berfokus pada penggunaan
teknologi, tetapi juga pada penguatan literasi masyarakat, peningkatan partisipasi publik,
serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel (Holroyd, 2020). Oleh karena
itu, penguatan literasi pendidikan dan tata kelola pemerintahan menjadi dua aspek penting
dalam mendukung transformasi desa menuju desa yang cerdas dan berdaya.

Dalam perspektif teori pembangunan masyarakat, pemberdayaan masyarakat
merupakan proses peningkatan kapasitas individu dan kelompok untuk mengontrol
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kehidupan mereka serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan (Chambers, 1997).
Pendekatan pemberdayaan ini menekankan pentingnya pendidikan, akses informasi, serta
penguatan kapasitas kelembagaan lokal sebagai dasar dalam membangun masyarakat yang
mandiri dan berdaya. Dengan meningkatnya literasi pendidikan masyarakat, diharapkan
akan muncul kesadaran kolektif untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa serta
mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Selain itu, teori good governance juga menjadi landasan penting dalam penguatan tata
kelola pemerintahan desa. Konsep ini menekankan pentingnya prinsip transparansi,
akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan
pemerintahan (Rhodes, 2017). Penerapan prinsip-prinsip tersebut di tingkat desa dapat
mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat
serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Dengan demikian,
penguatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan administrasi, pelayanan publik, serta
pemanfaatan teknologi informasi menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas
tata kelola pemerintahan desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)
ini dirancang sebagai upaya untuk memperkuat literasi pendidikan masyarakat serta
meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan di Desa Sukaraja Lama. Program ini
melibatkan berbagai kegiatan edukasi, pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat
dan aparatur desa guna meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya literasi pendidikan,
transparansi pemerintahan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik
desa.

Adapun rumusan masalah dalam kegiatan PKM ini adalah: (1) bagaimana
meningkatkan literasi pendidikan masyarakat di Desa Sukaraja Lama; (2) bagaimana
memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahan desa agar lebih transparan, akuntabel, dan
partisipatif; serta (3) bagaimana mendorong transformasi Desa Sukaraja Lama menuju desa
yang cerdas dan berdaya melalui penguatan literasi dan tata kelola pemerintahan.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, kegiatan PKM ini dirancang melalui
beberapa strategi utama, yaitu penyelenggaraan program literasi pendidikan bagi
masyarakat, pelatihan tata kelola administrasi pemerintahan desa bagi aparatur desa, serta
pendampingan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan layanan publik desa.
Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dan aparatur desa
secara berkelanjutan sehingga mampu mendorong terwujudnya desa yang lebih mandiri dan
adaptif terhadap perkembangan zaman.

Tujuan dari kegiatan PKM ini adalah untuk meningkatkan literasi pendidikan
masyarakat, memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahan desa, serta mendorong
terwujudnya Desa Sukaraja Lama sebagai desa yang cerdas dan berdaya. Dengan
meningkatnya literasi masyarakat dan kualitas tata kelola pemerintahan desa, diharapkan
tercipta sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mendukung pembangunan
desa yang berkelanjutan.

Secara teoretis, kegiatan ini mengacu pada berbagai kajian mengenai literasi
pendidikan, pemberdayaan masyarakat, tata kelola pemerintahan desa, serta konsep desa
cerdas. Integrasi antara literasi pendidikan dan tata kelola pemerintahan diharapkan dapat
menciptakan ekosistem pembangunan desa yang lebih inklusif, transparan, dan partisipatif.
Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip
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pembangunan berbasis masyarakat (community-based development) yang menempatkan
masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pembangunan.

Dengan demikian, kegiatan PKM ini diharapkan tidak hanya memberikan dampak
pada peningkatan kapasitas individu dan kelembagaan di Desa Sukaraja Lama, tetapi juga
menjadi model penguatan literasi pendidikan dan tata kelola pemerintahan desa yang dapat
direplikasi di desa-desa lain dalam upaya mewujudkan desa yang cerdas, mandiri, dan
berdaya.

Metode

Metode penelitian dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain participatory action research
(PAR). Pendekatan ini dipilih karena kegiatan pengabdian tidak hanya bertujuan untuk
mengkaji fenomena sosial, tetapi juga melakukan intervensi melalui kegiatan pemberdayaan
masyarakat dan peningkatan kapasitas aparatur desa secara partisipatif. Penelitian kualitatif
memungkinkan peneliti memahami secara mendalam kondisi literasi pendidikan masyarakat
dan praktik tata kelola pemerintahan desa yang berlangsung di Desa Sukaraja Lama.
Sementara itu, pendekatan participatory action research memberikan ruang bagi masyarakat
dan pemerintah desa untuk terlibat secara aktif dalam proses identifikasi masalah,
perencanaan kegiatan, pelaksanaan program, hingga evaluasi hasil kegiatan (Kemmis et al.,
2014; Creswell & Creswell, 2018).

Desain penelitian ini terdiri atas beberapa tahapan kegiatan yang meliputi: (1)
identifikasi masalah dan analisis kebutuhan masyarakat; (2) perencanaan program penguatan
literasi pendidikan dan tata kelola pemerintahan desa; (3) pelaksanaan kegiatan pelatihan,
sosialisasi, dan pendampingan; serta (4) evaluasi dan refleksi terhadap hasil program. Model
ini memungkinkan adanya proses perbaikan secara berkelanjutan berdasarkan temuan di
lapangan dan umpan balik dari masyarakat serta aparatur desa. Pendekatan partisipatif juga
bertujuan untuk meningkatkan rasa memiliki (sense of ownership) masyarakat terhadap
program yang dilaksanakan sehingga keberlanjutan program dapat terjaga dengan baik
(Reason & Bradbury, 2008).

1. Variabel Penelitian

Penelitian ini berfokus pada dua variabel utama, yaitu literasi pendidikan masyarakat
dan tata kelola pemerintahan desa. Literasi pendidikan dalam penelitian ini dimaknai sebagai
kemampuan masyarakat dalam memahami, mengakses, serta memanfaatkan informasi dan
pengetahuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan pendidikan. Indikator
literasi pendidikan meliputi kemampuan membaca dan memahami informasi, kemampuan
mengakses sumber pengetahuan, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan edukatif di
lingkungan desa.

Sementara itu, variabel tata kelola pemerintahan desa mengacu pada penerapan
prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Indikator yang
digunakan meliputi transparansi dalam pengelolaan informasi publik, akuntabilitas
administrasi pemerintahan desa, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan, serta efektivitas pelayanan publik desa. Kedua variabel tersebut dianalisis untuk
melihat sejauh mana program penguatan literasi dan peningkatan kapasitas aparatur desa
dapat berkontribusi terhadap terwujudnya Desa Sukaraja Lama yang cerdas dan berdaya.
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2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Sukaraja Lama serta
aparatur pemerintahan desa yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka teknik
penentuan sampel dilakukan dengan purposive sampling, yaitu pemilihan informan
berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Informan penelitian terdiri dari beberapa kelompok utama, yaitu kepala desa,
perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kader pemberdayaan masyarakat, serta
perwakilan masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi pendidikan. Pemilihan informan
tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi
literasi masyarakat dan praktik tata kelola pemerintahan desa di Desa Sukaraja Lama. Jumlah
informan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan data hingga mencapai kondisi
data saturation, yaitu ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak ditemukan
lagi informasi baru yang signifikan.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu
observasi, wawancara, dokumentasi, dan kegiatan pelatihan partisipatif.

Pertama, observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi sosial
masyarakat, tingkat partisipasi dalam kegiatan literasi pendidikan, serta praktik
penyelenggaraan pemerintahan desa. Observasi ini dilakukan selama pelaksanaan program
PKM untuk memperoleh gambaran nyata mengenai dinamika masyarakat dan aparatur desa
dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan.

Kedua, wawancara mendalam (in-depth interview) dilakukan kepada informan utama
seperti kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan peserta kegiatan literasi.
Wawancara bertujuan untuk menggali informasi mengenai kondisi literasi pendidikan
masyarakat, tantangan dalam tata kelola pemerintahan desa, serta persepsi masyarakat
terhadap program penguatan literasi dan peningkatan kapasitas aparatur desa.

Ketiga, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang
berkaitan dengan kegiatan pemerintahan desa dan program pemberdayaan masyarakat,
seperti dokumen perencanaan pembangunan desa, laporan kegiatan desa, serta dokumentasi
kegiatan pelatihan dan sosialisasi yang dilaksanakan dalam program PKM. Data
dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat temuan penelitian dan memberikan gambaran
yang lebih objektif mengenai kondisi desa.

Keempat, kegiatan pelatihan dan pendampingan partisipatif juga menjadi bagian dari
proses pengumpulan data. Melalui kegiatan ini, peneliti dapat mengamati secara langsung
perubahan pemahaman masyarakat dan aparatur desa terkait literasi pendidikan dan tata
kelola pemerintahan. Interaksi yang terjadi selama kegiatan pelatihan dan diskusi kelompok
juga memberikan informasi penting mengenai kebutuhan masyarakat serta tantangan yang
dihadapi dalam implementasi program.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif interaktif
yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan (Miles et al., 2014). Tahap reduksi data dilakukan dengan menyaring dan
mengorganisasi data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi
sehingga fokus pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.
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Tahap selanjutnya adalah penyajian data, yaitu proses penyusunan data dalam bentuk
narasi deskriptif, matriks, maupun tabel untuk memudahkan pemahaman terhadap pola dan
hubungan antar temuan penelitian. Penyajian data ini membantu peneliti dalam
mengidentifikasi perubahan yang terjadi setelah pelaksanaan program penguatan literasi
pendidikan dan tata kelola pemerintahan desa.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses interpretasi
terhadap temuan penelitian untuk menjelaskan dampak kegiatan PKM terhadap peningkatan
literasi masyarakat dan kapasitas tata kelola pemerintahan desa. Proses verifikasi dilakukan
secara berkelanjutan dengan membandingkan berbagai sumber data yang diperoleh di
lapangan guna memastikan validitas dan konsistensi temuan penelitian.

Untuk meningkatkan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi
sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi
yang diperoleh dari berbagai informan, seperti aparatur desa dan masyarakat. Sementara itu,
triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan
memiliki tingkat kredibilitas dan validitas yang lebih tinggi.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan kegiatan PKM tidak hanya memberikan
gambaran mengenai kondisi literasi pendidikan dan tata kelola pemerintahan di Desa
Sukaraja Lama, tetapi juga menghasilkan model pemberdayaan masyarakat yang dapat
mendukung transformasi desa menuju desa yang cerdas, partisipatif, dan berdaya.

Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disusun
berdasarkan tahapan pelaksanaan kegiatan yang meliputi tahap persiapan, tahap
implementasi dan analisis, tahap monitoring dan evaluasi, serta identifikasi kendala yang
dihadapi selama kegiatan berlangsung. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif
deskriptif sehingga hasil penelitian disajikan dalam bentuk tema-tema temuan yang
diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi, serta kegiatan pelatihan dan
pendampingan yang dilaksanakan di Desa Sukaraja Lama.

1. Preparation Stage

Tahap persiapan merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum kegiatan
pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan. Tahapan ini mencakup kegiatan perencanaan
program, pengumpulan data awal, analisis kebutuhan masyarakat, serta penyusunan materi
pelatihan yang akan diberikan kepada masyarakat dan aparatur desa. Tahap ini sangat
penting untuk memastikan bahwa program yang dirancang benar-benar sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan kondisi sosial yang ada di Desa Sukaraja Lama.

Pada tahap awal, tim pengabdian melakukan observasi lapangan dan wawancara awal
dengan aparatur desa, tokoh masyarakat, serta beberapa perwakilan warga desa. Kegiatan
ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi literasi pendidikan masyarakat serta praktik tata
kelola pemerintahan desa yang sedang berjalan. Observasi dilakukan pada beberapa kegiatan
masyarakat, termasuk kegiatan administrasi desa dan pertemuan masyarakat yang berkaitan
dengan pembangunan desa.

I
Meri Selvia et al. (Penguatan Literasi Pendidikan dan Tata Kelola Pemerintahan ...)



JUMPUTAN : Jurnal Multidisiplin Pengabdian Masyarakat 43
Vol. 2 No. 1 2026, 37-48

(=

S —

POSKO KKN 2026 =

RFMOGNISI B4

Hasil pengumpulan data awal menunjukkan bahwa tingkat literasi pendidikan
masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pemahaman informasi publik,
pemanfaatan teknologi informasi, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan edukatif di
lingkungan desa. Selain itu, aparatur desa juga menyampaikan bahwa masih terdapat
keterbatasan dalam pengelolaan administrasi desa dan pemanfaatan teknologi digital dalam
pelayanan publik.

Menurut Antlév et al. (2016), peningkatan kapasitas aparatur desa merupakan faktor
penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Sementara itu, Sutiyo
dan Maharjan (2017) menjelaskan bahwa penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah
desa dapat mendorong efektivitas implementasi kebijakan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut, tim pengabdian kemudian menyusun
beberapa materi pelatihan yang meliputi:

2. Penguatan literasi pendidikan masyarakat

3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan desa

4. Peningkatan kapasitas tata kelola administrasi desa

5. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan desa

Materi tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat serta
kemampuan aparatur desa dalam menerima dan mengimplementasikan materi yang
diberikan. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan materi adalah pendekatan
partisipatif, di mana masyarakat dan aparatur desa turut memberikan masukan terkait
kebutuhan pelatihan yang dianggap paling relevan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Chambers (1997), pendekatan partisipatif dalam
pembangunan masyarakat dapat meningkatkan keberhasilan program pemberdayaan karena
masyarakat dilibatkan secara langsung dalam proses perencanaan kegiatan.

Selain itu, tim pengabdian juga menyiapkan instrumen penelitian yang akan digunakan
dalam proses pengumpulan data selama kegiatan berlangsung. Instrumen tersebut meliputi
pedoman wawancara, lembar observasi, serta kuesioner sederhana untuk mengukur
perubahan pemahaman masyarakat sebelum dan sesudah kegiatan pelatihan dilaksanakan.

2. Implementation Stage and Analysis

Tahap implementasi merupakan tahap utama dalam kegiatan pengabdian kepada
masyarakat yang melibatkan pelaksanaan berbagai program pelatihan, sosialisasi, serta
pendampingan kepada masyarakat dan aparatur desa. Kegiatan ini dilaksanakan secara
bertahap melalui beberapa sesi kegiatan yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat.
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Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan kegiatan sosialisasi program penguatan
literasi pendidikan dan tata kelola pemerintahan desa yang dihadiri oleh aparatur desa,
tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta perwakilan masyarakat Desa Sukaraja Lama.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal mengenai pentingnya literasi
pendidikan serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif.

Menurut UNESCO (2017), literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan
membaca dan menulis, tetapi juga mencakup kemampuan memahami informasi serta
menggunakan pengetahuan tersebut untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Dalam kegiatan pelatihan literasi pendidikan, peserta diberikan materi mengenai pentingnya
literasi informasi, pemanfaatan sumber belajar digital, serta peningkatan minat membaca di
lingkungan masyarakat. Diskusi kelompok juga dilakukan untuk menggali pengalaman
masyarakat terkait akses terhadap informasi pendidikan. Hasil observasi menunjukkan
bahwa sebagian besar peserta pelatihan menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam
mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini terlihat dari aktifnya peserta dalam diskusi kelompok
serta banyaknya pertanyaan yang diajukan selama sesi pelatihan berlangsung. Selain
kegiatan literasi pendidikan, tim pengabdian juga melaksanakan pelatihan tata kelola
pemerintahan desa yang ditujukan kepada aparatur desa. Materi yang diberikan meliputi
pengelolaan administrasi desa, transparansi pengelolaan informasi publik, serta pemanfaatan
teknologi informasi dalam pelayanan publik desa.

X

Kabupaten Ogan Ilir,S;Jmatera
Selatan,Indones
g tas

2:24 PM GMT+07.00
Note : Captured by GPS Map C

Dwiyanto (2018) menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik ditandai oleh
adanya transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan. Selama kegiatan pelatihan berlangsung, aparatur desa juga diberikan
pendampingan dalam penggunaan teknologi informasi sederhana yang dapat digunakan
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik desa. Misalnya, penggunaan media digital
untuk menyampaikan informasi desa kepada masyarakat.

Dalam perspektif konsep smart village, penggunaan teknologi informasi di tingkat
desa dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik serta memperkuat partisipasi
masyarakat dalam pembangunan desa (Visvizi & Lytras, 2018). Temuan penelitian
menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan dan pendampingan memberikan dampak positif
terhadap peningkatan pemahaman masyarakat dan aparatur desa mengenai pentingnya
literasi pendidikan serta tata kelola pemerintahan yang transparan. Hal ini sejalan dengan
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pendapat Holroyd (2020) yang menyatakan bahwa penguatan kapasitas sumber daya
manusia merupakan salah satu komponen utama dalam pembangunan desa cerdas.

3. Monitoring and Evaluation

Tahap monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan
pengabdian kepada masyarakat memberikan dampak terhadap peningkatan literasi
pendidikan masyarakat serta kapasitas tata kelola pemerintahan desa.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui beberapa metode, yaitu observasi langsung,
wawancara dengan peserta kegiatan, serta penyebaran kuesioner sederhana kepada peserta
pelatihan. Kuesioner digunakan untuk mengukur perubahan pemahaman peserta mengenai
literasi pendidikan dan tata kelola pemerintahan desa sebelum dan sesudah kegiatan
pelatihan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, ditemukan adanya peningkatan
pemahaman peserta mengenai materi yang diberikan. Hasil evaluasi tersebut dapat dilihat
pada tabel berikut.

Table 1
Changes in Participants’ Understanding Before and After the Training
Indicator Before Activity After Activity
Understanding of educational literacy 45% 78%
Understanding of village governance 40% 75%
Understanding of information transparency 42% 80%

Source: Processed research data (2026)
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Tabel tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman peserta terhadap
berbagai materi yang diberikan selama kegiatan berlangsung. Peningkatan paling signifikan
terlihat pada indikator pemahaman mengenai transparansi informasi desa. Menurut Lewis
(2015), transparansi informasi merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Selain melalui kuesioner, evaluasi juga dilakukan melalui wawancara dengan
beberapa peserta kegiatan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat merasa
kegiatan pelatihan memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman mereka mengenai
pentingnya literasi pendidikan serta peran masyarakat dalam pembangunan desa. Sap et al.
(2019) menyatakan bahwa “when dictionary users are presented with several definitions,
they tend to choose the first definition.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa
pemahaman masyarakat terhadap informasi sangat dipengaruhi oleh cara informasi tersebut
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disampaikan. Dalam konteks kegiatan pengabdian ini, metode pelatihan yang menggunakan
pendekatan diskusi dan praktik langsung terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman
peserta.

4. Obstacles or Other Problems Encountered

Meskipun kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini secara umum berjalan dengan
baik, terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Salah satu
kendala utama adalah keterbatasan waktu yang dimiliki oleh sebagian masyarakat untuk
mengikuti kegiatan pelatihan secara penuh. Hal ini disebabkan oleh aktivitas pekerjaan
masyarakat yang sebagian besar bekerja di sektor informal. Selain itu, tingkat literasi digital
masyarakat juga masih relatif rendah sehingga diperlukan waktu yang lebih lama untuk
memberikan pemahaman mengenai penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan
publik desa.

Menurut Rizkinaswara (2019), kesenjangan literasi digital masih menjadi tantangan
utama dalam proses transformasi digital di berbagai wilayah pedesaan di Indonesia. Kendala
lainnya adalah keterbatasan fasilitas teknologi yang tersedia di desa, seperti akses internet
yang belum stabil serta terbatasnya perangkat komputer yang dapat digunakan dalam
kegiatan pelatihan.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, tim pengabdian mengusulkan beberapa
langkah strategis, antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan pelatihan secara bertahap dan berkelanjutan

2. Mendorong pemerintah desa untuk mengembangkan pusat literasi desa

3. Meningkatkan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan perguruan tinggi
4. Mengembangkan program literasi digital bagi masyarakat desa

Rhodes (2017) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi tata kelola
pemerintahan yang baik sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antara pemerintah dan
masyarakat.

Oleh karena itu, keberlanjutan program penguatan literasi pendidikan dan tata kelola
pemerintahan desa memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah,
lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat. Dengan demikian, kegiatan pengabdian
kepada masyarakat ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap peningkatan literasi
pendidikan masyarakat, tetapi juga memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahan desa
dalam mewujudkan Desa Sukaraja Lama sebagai desa yang cerdas, partisipatif, dan berdaya.

Kesimpulan

Berdasarkan tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dirumuskan,
dapat disimpulkan bahwa program penguatan literasi pendidikan dan tata kelola
pemerintahan desa yang dilaksanakan di Desa Sukaraja Lama memberikan kontribusi
positif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat serta aparatur desa dalam mendukung
pembangunan desa yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Program ini menunjukkan
bahwa penguatan literasi pendidikan masyarakat merupakan langkah strategis dalam
meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan
desa. Masyarakat yang memiliki literasi pendidikan yang baik cenderung lebih mampu
memahami informasi publik, memanfaatkan sumber pengetahuan, serta berperan aktif dalam
proses pengambilan keputusan di tingkat desa.

I
Meri Selvia et al. (Penguatan Literasi Pendidikan dan Tata Kelola Pemerintahan ...)



JUMPUTAN : Jurnal Multidisiplin Pengabdian Masyarakat 47
Vol. 2 No. 12026, 37-48

Selain itu, kegiatan pelatihan dan pendampingan yang diberikan kepada aparatur
desa juga terbukti mampu meningkatkan pemahaman mereka mengenai prinsip-prinsip tata
kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Peningkatan kapasitas
aparatur desa dalam pengelolaan administrasi serta pemanfaatan teknologi informasi
memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik desa. Dengan adanya
peningkatan pemahaman tersebut, aparatur desa memiliki kemampuan yang lebih baik
dalam menyelenggarakan pemerintahan desa secara efektif serta mampu mendorong
keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Hasil kegiatan pengabdian ini juga menunjukkan bahwa integrasi antara literasi
pendidikan masyarakat dan penguatan tata kelola pemerintahan desa dapat menjadi
fondasi penting dalam mewujudkan desa yang cerdas (smart village). Literasi pendidikan
memberikan dasar bagi masyarakat untuk memahami informasi dan berpartisipasi dalam
pembangunan, sementara tata kelola pemerintahan yang baik memastikan bahwa proses
pembangunan desa berlangsung secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada
kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini untuk
meningkatkan literasi pendidikan masyarakat, memperkuat kapasitas tata kelola
pemerintahan desa, serta mendorong terwujudnya Desa Sukaraja Lama sebagai desa yang
cerdas dan berdaya dapat dikatakan telah tercapai. Program ini juga menunjukkan bahwa
pendekatan partisipatif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan
efektivitas pelaksanaan program serta memperkuat sinergi antara masyarakat dan
pemerintah desa dalam proses pembangunan.
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